ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN BLITAR DITINJAU

DARI PERSPEKTIF ISLAM by JATMIKO, 17403153067
62 
 
BAB V 
PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran Pada Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018. 
Pada bab ini disajikan mengenai uraian pembahasan hasil dari penelitian. 
Peneliti juga menjelaskan hasil penelitian yang di hubungkan dengan teori 
yang telah di sampaikan pada bab sebelumnya. Sesuai data yang telah di 
analisis dan diolah oleh peneliti mengenai analisis kinerja Pendapatan 
keuangan pemerintah daerah.  
1. Analisa Varians Pendapatan 
Berdasarkan Anlisa varians anggaran pendapatan pada tahun 2015 
memiliki selisih sebesar Rp. 7.311.976.290,67 atau 99,66%, yang artinya 
kinerja keuangan dalam anggaran tersebut masih kurang baik karena 
pemerintah daerah tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan 
yang telah di tetapkan. Hal ini dapat diartikan bahwa ada beberapa Pendapatan 
Asli Daerah yang tidak terealisasikan atau tidak tercapai yaitu pada tahun 2015 
yang tidak mencapai yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, 
realisasi anggaran mencapai 81.21%, tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan 
dari Dinas Kesehatan masih ada pengajuan Klaim pelayanan kesehatan di 
puskesmas belum diverifikasi pada tahun 2015. Yang berikutnya yaitu 
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu realisasi anggaran 
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mencapai 57.27%, karena dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 
memberikan penjelasan adanya putusan MK retribusi pengendalian 
telekomunikasi sehingga tidak bisa di pungut.  
Analisa tahun 2016 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah semakin 
menurun dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 
65.132.132.953,86 atau dalam persentase sebesar 97.17%. Pada tahun ini 
kinerja keuangan dapat dinilai kurang baik karena ada beberapa realisasi 
anggaran yang tidah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendapan Asli 
Daerah menurun karena tidak terealisasinya secara keseluruhan dari 
Pendapatan Retribusi Daerah yang hanya terealisasi 97.86%, dan juga 
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya 
terealisasi 87.73%. 
Analisa tahun 2017 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengalami 
kenaikan 1.39% dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 
33.602.983.962,65 atau 98.56%. Meskipun dalam persentase anggaran 
pendapatan naik pada tahun ini kinerja keuangan dapat dinilai masih kurang 
baik karena ada beberapa realisasi anggaran yang tidah memenuhi target yang 
telah ditetapkan. Hal ini di pengaruhi oleh adanya judisial reviuw dari MK 
tentang penyesuaian tarif retribusi menara telekomunikasi, sehingga tidak bisa 
dilakukan secara rinci. Dan juga adanya regulasi dari pusat yang mencatat 
beberapa potensi Pendapatan Asli Derah yang tidak dipungut diantaranya ijin 
HO, biaya cetak KTP dan KK. 
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Analisa tahun 2018 Kinerja keuangan Pemerintah Daerah mengalami 
kenaikan 1.03% dari tahun sebelumnya yaitu selisih anggaran senilai Rp. 
9.626.486.327,42 atau 99.59%. Meskipun dalam persentase anggaran 
pendapatan naik pada tahun ini kinerja keuangan dapat dinilai masih kurang 
baik karena ada beberapa realisasi anggaran yang tidah memenuhi target yang 
telah ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah yang tidak mencapai target yang 
telah ditetapkan yaitu: 
a. Dinas Kesehatan 
Pendapatan Dana Kapitasi JKN dengan target anggaran senilai Rp. 
29.635.267.700 dan terealisasi Rp. 27.239.420.468 atau 91.92%. Hal ini 
diberlakukannya sistem pembayaran BPJS kesehatan berdasarkan jumlah 
tenaga kesehatan (Dokter) dan sistem penilaian KBKP (Komitmen Berbasis 
Kompetensi Pelayanan) dikalikan dengan jumlah peserta BPJS disuatu 
wilayah, dan saat ini jumlah tenaga kesehatan di puskesmas belum memenuhi 
standart.  
b. Dinas Pekerjaan Umum 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan target anggaran senilai Rp. 
2.000.000.000 dan terealisasi senilai Rp. 1.064.968.335 atau 53.25%. Hal ini 
target Pendapatan Asli Daerah bisa tercapai apabila didukung oleh usaha yang 
berskala besar. 
c. Dinas Peternakan 
Retribusi tempat pelelangan ikan target anggaran senilai Rp. 15.000.000 
terealisasi 0%. Ini terjadi karena TPI sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 
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tentang Peraturan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan 
TPI menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten tetapi untuk bangunan dan 
sarana TPI di Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto tercatat sebagai aset 
Pemprof Jatim. 
d. Dinas Industri dan Perdagangan 
Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah 
(BUMD) dengan target anggaran Rp. 345.00.000 dan realisasi anggaran 
senialai Rp. 12.500.000 atau 3.62%. PT. BPR HAS tidak ada setoran karena 
memenuhi batas minimal modal BPR senilai Rp. 8.000.000.000 (sesuai dengan 
peraturan ojk No.5 tahun 2017). Sehingga PT. BPR HAS harus memenuhi 
modal inti sesuai dengan zonasinya untuk memberikan setoran.  
e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
Jasa Giro Kas Daerah dengan target anggaran senilai Rp. 4.120.652.843 
terealisasi senilai Rp. 2.103.073.728,89 atau 51.04%, dan Jasa Goro Pemegang 
Kas dengan target anggaran senilai Rp. 719.611.263 terealisasi senilai Rp. 
116.063.223,66 atau 16.13%. dan Pendapatan dari pengembalian Kegiatan 
dengan target anggaran senilai Rp. 2.060.123.257,17 terealisasi senilai Rp. 
310.224.700,27 atau 15.06%. artinya bahwa kegiatan dapat dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang ada, sehingga pendapatan dari pengembalian kegiatan 
tidak sesuai target. Berdasarkan Analisa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 
2018 yang telah  diteliti maka dilihat dari Varians Anggaran Pendapatan 
Kabupaten Blitar secara keseluruhan memiliki rata-rata 98.75% atau sebesar 
Rp 28,918,394,883.65. Dapat dikatakan kurang baik karena Pemerintah Daerah 
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tidak mampu mencapai anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. 
Pemerintah Daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu 
memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Dapat 
disimpukan bahwa suatu kinerja keuangan dapat diukur dan dinilai dengan cara 
melihat dan menganalisis suatu laporan keuangan. Maka kita dapat mengetahui 
seberapa besar kinerja keuangan tersebut.  
Sejalan dengan penelitian Erwati dan Fajri dalam penelitiannya juga 
menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Bungo kurang baik.87 Dalam 
hal ini Mahmudi menjelaskan bahwa Kinerja keuangan pemerintah daerah 
dapat dikatakan kurang baik karena pemerintah daerah tidak mampu mencapai 
anggaran atau target pendapatan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah 
dikatan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh 
pendapatan yang melebihi jumlah yang di anggarkan.88 
2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan 
Gambar 5.1 Grafik Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blitar  
Tahun 2015-2018 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data yang diolah peneliti. 
                                                          
87 Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. ”Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bungo.”E-journal 
88 Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...,hal.136 
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Berdasarkan grafik 5.1 dapat dilihat pada tahun 2015 persentase 
pertumbuhan pendapatan dari tahun sebelumnya sebesar 10.1%. sehingga 
dalam hal ini pemerintah daerah pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan 
pendapatan yang positif di karenakan meningkatnya Rertribusi daerah yang 
mengalami kenaikan yang awalnya hanya terealisasi 88.2% di tahun 2015 ini 
menjadi 104.46% seperti halnya meningkatnya Retribusi pelayanan kesehatan, 
menujukkan bahwa masyarakat banyak yang menggunakan fasilitas dari 
puskesmas dan dapat diartikan kesehatan masyarakat kurang begitu baik. Dan 
juga meningkatnya penerimaan pajak bumi bangunan dan Bea perolehan hak 
atas tanah dan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat 
sangat tinggi atas tanggung jawab dalam membayar pajak daerah.  
Pada tahun 2016 persentase pertumbuhan menurun yaitu sebesar 4.5% 
menjadi 5.6% untuk Total Pendapatan Daerah. Meskipun persentase 
pertumbuhan pendapatan di tahun 2016 menurun tetapi jumlah Total 
Pendapatan Daerah meningkat. Untuk Pendapatan Asli Daerah itu sendiri 
mengalani peningkatan sebesar 3.5%. PAD meningkat karena didorong dengan 
meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah sebesar 9.3% dikarenakan 
meningkatnya pajak restoran, yang artinya konsumen semakin banyak 
sehingga pajak yang terbayarkan semakin bertambah. Sedangkan untuk 
pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 1.74% yang 
disebabkan oleh menurunnya pendapatan retribusi pasar dan retribusi tempat 
pelelangan. 
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pada tahun 2017 persentase pertumbuhan pendapatan dari tahun 
sebelumnya sebesar 3.02%. sehingga dalam hal ini pemerintah daerah pada 
tahun 2015 mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif di karenakan 
meningkatnya Rertribusi daerah yang mengalami kenaikan sebesar 10.81%, 
diantaranya yaitu meningkatnya pendapatan dari retribusi terminal, retribusi 
pelayanan pasar, dan juga retribusi pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk 
Pendapatan Pajak Daerah meningkat sebesar 21.04% hal ini di pengaruhi oleh 
meningkatnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan 
pajak penerangan jalan.  
Pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan meningkat dari tahun 
sebelumnya yaitu meningkat sebesar 1.90%. meskipun peningkatan 
pertumbuhan tahun 2018 lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya, dari 
Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 12.65% yang artinya 
PAD tersebut meningkat disebabkan oleh pendapatan pajak daerah yang 
mengalami kenaikan sebesar 48.15%, diantaranya yaitu pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Hal ini 
dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya wajib pajak 
terpenuhi. Untuk Retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar 2.52%, hal 
ini didorong meningkatnya meningkatnya Retribusi jasa umum dan Retribusi 
jasa usaha.  
Dilihat dari dari tahun 2015-2018 pertumbuhan pendapatan secara 
keseluruhan presentasenya mengalami penurunan, akan tetapi kinerja keuangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dikatakan positif karena pada tahun 
69 
 
anggaran 2015-2018 Total Pendapatan Daerah mengalami peningkatan setiap 
tahunnya. Dalam hal ini dijelaskan teori dari Mahmudi menyebutkan bahwa 
Pertumbuhan Pendapatan positif dan kecenderungan meningkat, sebaliknya 
jika terjadi pertumbuhan pendapatan negatif maka hal itu menunjukkan terjadi 
penurunan kinerja pendapatan.89 
3. Analisis Rasio Keuangan 
a. Derajat Desentralisasi 
Pada tahun 2015 derajat desentralisasi pada Kabupaten Blitar sebesar 
10.21% yang artinya kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan 
desentralisasi kurang dan kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan kurang. 
Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 sebesar 0.21% menjadi 10% 
disebabkan oleh peningkatan TPD lebih besar daripada Peningkatan PAD yaitu 
untuk TPD sebesar 5,6% sedangkan untuk PAD sebesar 3,4% saja. Maka dari 
itu kemampuan keuangan daerah menjadi sangat kurang. 
Peningkatan sebesar 3.99% menjadi 13.99% pada tahun 2017. 
Disebabkan oleh meningkatnya PAD sebesar 44.7%. Meskipun mengalami 
peningkatan dalam penyelenggaraan desentralisasi kemampuan keuangan 
daerah masih kurang. Tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi 
sebesar 3.26% menjadi 10.73%, disebabkan oleh penurunan PAD sebesar 
32.05% sehiungga berpengaruh juga terhadap TPD yang awalnya sebesar 
3.02% di tahun 2018 menjadi 1.90%. Maka dari itu kemampuan keuangan 
daerah menjadi kurang baik. Secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah 
                                                          
89 Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...,hal.137 
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Kabupaten Blitar memiliki rata-rata sebesar 11.23%, yang artinya kemampuan 
daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai 
pembangunan masih dinilai kurang baik.  
Dalam hal ini dijelaskan teori dari Mahmudi sebagai berikut Derajat 
desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan 
derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio ini 
menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. 
Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.90 
b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 
Pada tahun 2015 ketergantungan keuangan daerah sebesar 89.31%,  
menurun menjadi 89.16% di tahun 2016, di tahun berikutnya menurun lagi 
sebesar 3.15% menjadi 86.01% pada tahun 2017. Kemudian mengalami 
penurunan lagi di tahun 2018 menjadi 85.65%.  
Disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio maka semakin besar tingkat 
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/ provinsi. 
Meskipun ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi tetapi setiap 
tahunnya persentase ketergantungan semakin menurun, berarti dapat di 
simpilkan bahwa dari tahun 2015-2018 semakin berkurang. Dalam rasio 
ketergantungan keuangan daerah selama empat tahun terakhir yaitu mencapai 
rata-rata 87.53%. Hal ini menunjukkan Pendapatan Asli Daerah mempunyai 
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ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi dan pendapatan Asli 
Daerah pada Kabupaten Blitar masih rendah. Dalam hal ini perjelas oleh teori 
dari Mahmudi menyebutkan bahwa Semakin tinggi rasio maka semakin besar 
tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap pemerintah 
pusat/provinsi.91 
c. Rasio Kemandirian 
Tingkat rasio kemandirian pada tahun 2015 sebesar 11.43% berarti 
tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten Blitar tahun 2015 rendah 
sekali. ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi 11.22% sehingga 
kemandirian lebih rendah dari tahun sebelumnnya. Pada tahun 2017 naik 
menjadi 16.27% yang artinya pemerintah daerah sedikit mengalami 
peningkatan menuju kemandirian yang lebih tinggi lagi. sedangkan pada tahun 
2018 mengalami penurunan lagi sebesar 3.74% menjadi 12.53%. Dapat 
disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama empat tahun terakhir tingkat 
kemandiriannya masih rendah sekali yaitu dengan rata-rata rasio sebesar 
12.86%.  
Berbanding terbalik dengan Penelitian Erwati dan Fajri pada Kabupaten 
Bungo yang menunjukkan rasio kemandirian menggambarkan kecenderungan 
kearah perkembangan naik, sehingga ini merupakan implementasi yang cukup 
baik.92 Teori Mahmudi sebagai memperjelas hasil analisa menyebutkan bahwa 
Semakin tinggi angka rasio menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi 
                                                          
91 Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...,hal.140 
92 Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. ”Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bungo.”E-journal 
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kemandirian keuangan daerahnya.93 Hal ini menunjukkan rasio kemandirian 
yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten 
Blitar dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih 
sangat tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat. Untuk itu 
pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari ptensi 
pendapatan yang telah ada. Pemerintah daerah harus mencari alternatif lain 
yang dapat mengatasi kekurangan dalam pembiayaan. Seperti halnya 
melakukan kerja sama dengan pihak swasta dan unit keuangan berbasis 
syariah. 
d. Rasio Efektivitas 
Mengenai efektivitas pendapatan asli daerah dapat dilihat efektivitas 
pendapatan asli daerah di Kabupaten Blitar tahun anggaran 2015 kinerjanya 
sangat efektif yaitu dengan rasio efektivitasnya sebesar 111.25%. dapat 
diartikan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas sangat efektif. 
Karena realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dapi pada yang telah 
dianggarkannya. Kemudian pada Tahun 2016 efektivitas sebesar 104.63%, 
berarti tahun 2016 kinerjannya sangat efektif. Untuk rasio efektivitas tahun 
2017 sebesar 102.72% dan pada tahun 2018 sebsesar 107.90%. Pada tahun 
2015-2018 dapat disimpulkan bahwa Rasio efektifitas PAD memiliki rata-rata 
106.63%, yang artinya kemampuan daerah dalam menjalankan tugas bisa 
dikatakan sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memonilisasi 
penerimaan PAD sesuai yang telah dianggarkan.  
                                                          
93 Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...,hal.140 
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Berbanding dengan dengan Penelitian Erwati dan Fajri, pada Kabupaten 
Bungo yang menunjukkan rasio efektivitas pendapatan asli daerah 
menggambarkan kecenderungan ke arah perkembangan penurunan yang 
menandakan kinerja yang kurang baik.94 Dengan adanya target realisasi 
pendapatan daerah bertujuan sebagai pendorong kinerja pemerintah dalam 
mencapai penerimaan daerah yang tinggi agar Pemerintah Kabupaten Blitar 
dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik. Hal ini diperjelas teori Mahmudi 
menyebutkan bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan 
kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi pemerimaan Pendapatan 
Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan.95 
B. Analisis Kinerja Keuangan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran Pada Kabupaten Blitar Tahun 2015-2018. 
Dalam pembahasan kali ini peneliti menyajikan hasil analisa mengenai 
kinerja keuangan belanja daerah kabupaten blitar tahun 2015-2018. Analisis 
belanja daerah ini penting dilakukan karena untuk mengevaluasi apakah 
pemerintah daerah telah menggunakan anggaran APBD secara ekonomis, 
efisien dan efektif. 
1. Analisis Varians Belanja 
Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau 
selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Dalam hal ini pemerintah 
daearh akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak 
                                                          
94 Misni Erwati dan Muhammad Rizki Fajri. ”Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bungo.”E-journal 
95 Mahmudi. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah...,hal.141 
74 
 
melebihi dari yang dianggarkan.96 Berdasarkan Analisa varians anggaran 
pendapatan pada tahun 2015 varians belanja sebesar 86.65% Berarti kinerja 
belanja pada Kabupaten Blitar dinilai baik karena realisasi belanjanya tidak 
melebihi yang dianggarkannya. Hal ini dikarenakan menurunnya realisasi 
anggaran Belanja Operasi yang disebabkan oleh tidak adanya realisasi Belanja 
Bunga, serta menurunnya Belanja Bantuan Sosial.  
Pada tahun 2016 kinerja memengalami penurunan dari tahun sebelumnya 
dan varian belanja menjadi 91.35%, meskipun mengalami penurunan kinerja 
tapi Realisasi anggaran tidak sampai melebihi dari yang dianggarkan. Hal ini 
dkarenakan meningkatnya Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 
Sedangkan pada tahun 2017 varians belanja mencapai meningkat lagi menjadi 
94.10% yang artinya kinerja belanja semakin menurun lagi, meskipun menurun 
kinerja belanja masih bisa dikatakan baik karena Realisasi anggaran tidak 
sampai melebihi dari yang dianggarkan. Hal tersebut dikarenakan 
meningkatnya belanja aset dan belanja aset lainnya.  
Tetapi pada tahun berikutnya di tahun 2018 mengalami kenaikan kinerja 
belanja sebesar 5.53% yaitu dengan varians belanja sebesar 88.57%. Kinerja 
belanja naik dikarenakan adanya penghematan Belanja Modal, yaitu 
penghematan pada Belanja jalan, irigasi dan jaringan, Belanja Aset lainnya dan 
Belanja Aset Tetap lainnya. Sehingga pada tahun 2018 ini kinerja belanjannya 
dikatakan baik karena telah mampu mengendalikan dan melakukan 
penghematan belanja, sehingga tidak melebihi Anggaran yang telah ditetapkan. 
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Bukan berarti untuk penghematan tidak dibelanjakan sama sekali. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten blitar 
dikatakan baik karena rata-rata realisasi belanja sebesar 90.17% dapat 
dipastikan realisasi belanjanya tidak melebihi yang dianggarkan. Tetapi dalam 
hal ini, bisa jadi Pemerintah Daerah membuat anggaran yang besar supaya 
realisasi belanja tidak mencapai 100%, sehingga dapat dilihat tidak melakukan 
pemborosan anggaran belanja. 
Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Tantri dan Irmawai 
menyatakan bahwa analisis varians belanja di Dinas Kebudayaan Daerah 
istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik.97 tetapi berbeda dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Kainde yang menyatakan bahwa pada Dinas 
Pengelola Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kota Bitung kinerjanya 
kurang baik.98  
2. Analisis Keserasian Belanja. 
Analisis Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan 
antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, 
alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik.99 
Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja merupakan perbandingan 
antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini 
menginformasikan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk 
                                                          
97 Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada 
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  2012 – 2016”. Jurnal Akuntansi Terapan 
Indonesia.  Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018. 
98 Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada 
Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun  2012 – 2016”. Jurnal Akuntansi Terapan 
Indonesia.  Vol.1. No.1. Hal. 27-37. Maret 2018. 
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belanja operasi. Sedangkan Analisis Keserasian Belanja Modal merupakan 
perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja 
daerah. Bertujuan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan 
untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran 
bersangkutan.100 
Gambar 5.2  
Grafik Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Blitar  
tahun 2015-2018. 
 
 
 
 
 
Sumber: Data yang diolah peneliti. 
Berdasarkan grafik 5.2 dapat dilihat Berdasarkan grafik diatas rata-rata 
secara keseluruhan dari tahun 2015-2018 Pemerintah Kabupaten Blitar 
mengalokasikan Belanja Operasional sebesar 72.36%. pada tahun 2015 rasio 
belanja operasi mencapai nilai 72.98% dan mengalami penurunan pada tahun 
2016 sebesar 6.01% menjadi 66.97%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 
sebesar 3.93% menjadi 70.90%. Kemudian pada tahun 2018 mengalami 
kenaikan lagi sebesar 7.67% menjadi 78.577%, sedangkan untuk 
pengalokasian Belanja Modal rata-rata sebesar 27.64% dari total Belanja 
Daerah. pada tahun 2015 rasio belanja modal terhadap total belanja sebesar 
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27.02%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 6% menjadi 
33.02%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan lagi sebesar 3.95% menjadi 
29.07% dan pada tahun 2018 mengalami penuruna derastis yaitu sebesar 7.64% 
menjadi 21.43%. Secara garis besar dapat dilihat bahwa Belanja Operasional 
cenderung meningkat dibangkan dengan Belanja Modal yang setiap tahunnya 
semakin menurun.  
Berbanding balik dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian 
Tantri dan Irmawai yang menyebutkan bahwa Belanja Modal yang cenderung 
meningkat dibandingkan dengan belanja operasi.101 Hal ini seperti yang 
dijelaskan oleh Mahmudi bahwa pengeluaran belanja modal lang dilakukan 
saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Belanja 
modal juga tidak bersifat rutin, belanja modal ini akan mempengaruhi neraca 
pemerintah daerah yaitu menambah aset daerah. Kebalikan dengan belanja 
operasi pemerintah daerah dengan pendapatan rendah pada umumnya justru 
memiliki proporsi tingkat belanja modal yang lebih tinggi dibandingkan 
pemerintah daerah dengan pendapatan tinggi. Disebabkan karena pemerintah 
daerah dengan pendapatan rendah berorientasi untuk giat melakukan belanja 
modal sebagai bagian dari investasi modal jangka panjang, sedangkan 
pemerintah daerah yang memiliki pendapatan tinggi biasanya telah memiliki 
aset modal yang mencukupi.102 
 
                                                          
101 Sakina Nusarifa Tantri Dan Putri Irmawati. “Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada 
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3. Efisiensi Belanja 
Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antar realisasi belanja 
dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk 
mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Hasil 
dari analisis Efisiensi belanja pada Kabupaten Blitar yaitu Pada tahun 2015 
rasio efisiensi sebesar 86.65%, kemudian pada tahun 2016 mengalami 
kenaikan sebesar 4,7% menjadi 91,35%. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 
lagi sebsar 2.75% yaitu menjadi 94.10% dan pada tahun 2018 mengalami 
penurunan yang sangat besar yaitu mencapai 5.53% dan menjadi 88.57%. 
Secara keseluruhan jika dilihat rata-rata persentase rasio efisiensi belanja 
daerah dari tahun 2015-2018 pemerintah daerah Kabupaten Blitar sebesar 
90.17% yang artinya kinerja pemerintah dinilai telah melakukan efesien 
anggaran atau tidak terjadi pemborosan anggaran karena nilai efisiensi 
belanjanya kurang dari 100%.  
Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lontaan dan Pangerapan, 
bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa telah efisien dalam menggunakan 
belanja sesuai dengan anggaran yang telah disusun berdasarkan APBD.103 
Hasil analisis ini didukung teori dari Mahmudi yang menyebutkan bahwa 
Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio 
efisiensinya kurang dari 100%, begitu sebaliknya apabila lebih dari 100% 
maka telah di identifikasi telah melakukan pemborosan anggaran.104 
                                                          
103 Indra Christian Lontaan dan Sonny Pangerapan. “Analisis Belanja Daerah Pada 
Pemerintah Kabupaten Minahasa  Tahun Anggaran 2012-2014”. Jurnal  EMBA. Vol.4 No.1 
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C. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Dalam Laporan Realisasi 
Anggaran Pada Kabupaten Blitar di Tinjau dari perspektif Islam. 
Akuntansi dapat mempengaruhi lingkungan, sehingga akuntansi syariah 
akan mempengaruhi para pelaku ekonomi termasuk pelaku transaksi kepada 
perilaku yang lebih etis, karena akuntansi syariah didasarkan pada prinsip 
islam yang menerapkan sikap etis termasuk dalam perilaku ekonomi. Informasi 
akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran, tindakan, bahkan 
sampai pada pengambilan keputusan dalam bisnis.105 
Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan 
realisasi anggaran dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis 
untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan 
merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan 
keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut 
akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial atau 
politik.106 Sehingga Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur 
secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk 
menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain 
kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, 
antara lain dalam surah Asy-Syu’ara ayat 181-182 yang berbunyi :  
 ْفُ وا وا ْل َك ْل ل ْف ولَ لتك تكْنو ْمْن ْاْل ْنْل ل لتكن لن 
“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang 
yang merugikan” 
                                                          
105 Hani Werdi Apriyanti. Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan 
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 وزُْو ْا لا َك ْل ل ْو طْا لاُو ْل طوس لتك ومْن 
“dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.”107 
 
Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut 
Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal 
pendapatan, biaya, dan laba, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur 
kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan 
benar, maka perlu adanya fungsi auditing. Dalam Islam, fungsi Auditing ini 
disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 
6 yang berbunyi: 
طُْ طْيُُّْا  ْفُ وينْل لتكنْلَا  لنوْ  لزَك ُْ ط ْ   َا ِو طْن  ِنْبْنوس لتكننْْْبْان  لْنا لتكبْ ُو ك و طَلَ لْتا  ِجْْطْيْةوس لت ُك وب ُل ك ْان 
 َْلىْٰ  طْلَ  لزكالىْْمن  ْفْ ولَ ويطْك 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu 
itu.”108 
 
Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus 
menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan 
dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang 
berbunyi: 
                                                          
107 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Asy-Syu’ara ayat 181-184 ayat 35 dan 
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لتكن لْناْن  ْاْل ْنْل ل ْلذوْ  لزكالى َو  لتك ومْن  ْو طْا لاُو ْل طوس  وزُْو ْا لا َك ْل ل   َْْٰو
َْذ  َاْل ٌْ   كفْا لْساْن  َاُ ونلْلو 
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah 
dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih 
baik akibatnya.”109 
 
Dalam menilai Kinerja keuangan tercermin dari Laporan Realisasi 
anggaran, apabila pencatatan transaksi akuntansi dikaitkan dengan semangat 
islam, sesuai dengan surat Al Baqarah 282 dijelaskan  bahwa pencatatan 
transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat islam adalah pencatatan 
transaksi yang dilakukan oleh petugas pencatat transaksi yang terbebas dari 
efek negatif transaksi keuangan.110 Ayat tersebut berbunyi:  
طُْ طْيُُّْا  ْفُ وينْل لتكنْلَا ْلذوْ  لزكالنُْ ْلْمو  ِفُل ْموس  َْلْوْ  ِا ْ ْا لَُ ْا كلَ  كاتكبكا َل طْن   ل كا لنْْْل ْن  لزكْننْل ْس 
 َلو طَْ   والمْمْل طوس   ْمْن  ْأللُْ  َلو طَْ   لْنا  ْلكا لنُْ ط َْ َْ   كل َْ نى ْٰ   كلنىْل   ل كا لْنْلىْن  واوى َل كْْل ْن اوينْل 
 ولْل ْى ْٰ   ُّا ُْ ْل ل  ْن واناْْ ْل   ْلنىْل  كلنس ُْ   ْمْن  لب ْ لبُْ  كللن ولَ َطيْل ْا   لنوْنن  ْنطَْ  اوينْل  ولْل ْى ْٰ   ُّا ُْ ْل ل 
طَيْوهِْ   لْنا طَهْ ومْا  لْنا  ْم  كسْ وْاا لاُْ  لْنا  نا َو كُ  ْتَك   لاوى َل كْلىْن  كلُّْْو ْن  والمْمْل طوس  لنكم وي لْشا ِل لْن 
 وفُل ْمْ ويْا  لف ولَ  لزكنْو ط ْ ُو    لنونْن  لزْْ  كنُْطْكت  وفْل ْى ْك ُْ   َا ْك ْْان  ونْطْواْا للَلْن  لف َن ولَ  ْن لتْا لْاو  ْف ولَ 
 ُو ْلمْيُّشْل  لْنا  نا وْلو ط َْ َك ْلم لسوْ  ْا وَذ ْيك ْان ط َْ َك ْلم لسوْ  َأْا ٌل ك ل ل   ْمْن  ْأللُْ  ُك ْلمْيُّشْل ْلذوْ طْلَ 
لتٰك كي   ْمْن لت كْلَل لْاو  لْنا  كاتكبكا لْنو لَاْ ورْا  لْنا لَاْوبَْ   َْلْوْ  ولوى ْ ْا   لزكنْو
َْذ  كقْالْاا  ْملن ٰو   ولنىْل 
 كأْتلْااْن  وْليطْينشىْو   َلْكلْياْن  نْما لتكسْطو لْاو   نموْ  لْنا  ْنتكْنو  َل ُْ طْةو   َلْا واطْس طْْيكن كاُ ومكو  لزكْننْل ْس 
 ْبْل ْىْن  لزكنْل ْى ْٰ   َنطْن ْك   نْما طَْ تكبكا لْنو  لنكم وي لْااْن ْلذوْ  لزكالمُْ طْْبو   ْمْن  ُن طْلكُ  َلو طَْ   ْمْن  َمْ ويْا  
 لنوْْن لتكىْملْهو  كلنكونْن  َستكاكن  لزكنوس  لتك ُنولْن  ْلنىْل   كزكن َك وذىْمكُْن  كلنىْل   كلنىْلْن  وذاكنوس  ُِ لءْا  َزْوى ْٰ   
 
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
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menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 
ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 
sesuatu.”111 
 
Penjelasan di atas menjelaskan bahwa dalam surat Al Baqarah 282 Allah 
memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas setiap transaksi 
selama melakukan kegiatan muamalah. Penerapan konsep pertanggungjawaban 
dalam kinerja keuangan adalah penyusunan laporan keuangan yang dilakukan 
oleh pelaku bisnis atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas amanah kepada pihak-pihak yang terkait.  
Perintah ini bersifat universal yang artinya dalam praktik pencatatan harus 
dilakukan dengan benar.112  
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Dari paparan di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa Kinerja 
keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dilihat dari segi 
pencatatan dan pelaporan suatu Laporan Realisasi Anggaran sudah 
diterapkannya Nilai-nilai keislaman sesuai dengan surat al baqoroh ayat 282. 
Sehingga dalam kaidah Akuntansi dalam konsep Islam dapat didefinisikan 
sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang 
disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai 
aturan oleh seorang Akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, 
analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan 
dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.  
Sejalan dengan Penelitian Pravita sari, dalam penelitian mengenai kode 
etik akuntansi islam di Indonesia yaitu Kebenaran dan keadilan dalam menakar 
yang menyangkut dalam hal pengukuran kekayaan, utang, modal, pendapatan, 
biaya, dan laba perusahaan, sehingga mengharuskan seorang Akuntan untuk 
menakar kekayaan secara benar dan adil.113  
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